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BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa pengaturan Air Tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat Pengambilan Air Tanah
yang bertujuan agar keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air tetap
mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan
yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;

. bahwa Hak atas Air Tanah adalah Hak Guna Air yang pengelolaannya

didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum,
keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan
akuntabilitas;

bahwa Pengendalian Pengambilan Air Tanah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan
masyarakat saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Air Tanah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

' daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lIzin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan
Air Tanah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air
Tanah;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis
mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBADUNG

Menetapkan :

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

o s N

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Air
Tanah.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Bupati adalah Bupati Badung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
di bidang Pengelolaan Air Tanah di Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Air Tanah di
Kabupaten Badung.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT
adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.

11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan

meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
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Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

Daerah imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu
menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Daerah lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang
berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Air Tanah,
Pendayagunaan Air Tanah dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh Air
Tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara
lainnya.

Hak Guna Air dari pemanfaatan Air Tanah adalah Hak Guna Air untuk
memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air Tanah untuk berbagai
keperluan.

Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk
memperoleh dan memakai Air Tanah.

Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk
memperoleh dan mengusahakan Air Tanah.

Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi
dan lingkungan Air Tanah agar tidak mengalami perubahan.

Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah
terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan
Air Tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya mencegah dan
menanggulangi kerusakan Air Tanah serta memulihkan kondisinya agar
fungsinya kembali seperti semula.

Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran Air Tanah serta memulihkan Air Tanah untuk
menjamin kualitas Air Tanah agar sesuai dengan baku mutu air.

Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan
potensi Air Tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan
eksplorasi Air Tanah.

Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan
penggunaan, pengembangan dan Pengusahaan Air Tanah secara optimal,
berhasil guna dan berdaya guna.

Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan Air
Tanah untuk tujuan komersial.

Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat

dalam pemberian lzin Pemakaian Air Tanah atau lzin Pengusahaan Air
Tanah.

Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin
tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi Pengelolaan Air Tanah.

Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus
atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan Air Tanah, yang
diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau Pengambilan Air Tanah.



33. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka
dan/atau kualitas Air Tanah pada Akuifer tertentu.

34.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Sumur Pantau yang tertata
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Tanah pada suatu
Cekungan Air Tanah.

35. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara
mekanis maupun manual.

36. 1zin Pemakaian Air Tanah adalah Izin penggunaan air untuk memperoleh
Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan Air Tanah.

37. 1zin Pengusahaan Air Tanah adalah 1zin penggunaan air untuk memperoleh
Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan Air Tanah.

BAB I
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan
kemanfaatan Air Tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Air Tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang
diwujudkan secara selaras.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab,
landasan Pengelolaan Air Tanah, penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah,
perizinan, pembiayaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB Il
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Air Tanah meliputi:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Daerah berdasarkan
kebijakan Air Tanah Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan
kepentingan Daerah;

b. menetapkan pola Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
yang berada utuh di Daerah berdasarkan pada prinsip keterpaduan
antara Air Tanah dengan air permukaan;

c. menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air
Tanah dalam satu Daerah dengan memperhatikan kepentingan
kabupaten/kota sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah dalam satu Daerah;



